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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, setiap anggota Polri dituntut untuk bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Hal ini penting karena perilaku anggota Polri sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian.

Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri tidak hanya terikat pada aturan hukum, tetapi juga pada Kode Etik Profesi Polri. Kode etik tersebut menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam bersikap dan bertindak, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap anggota Polri wajib menjaga kehormatan, citra, dan martabat institusi Polri.

Dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Polri. Salah satu bentuk pelanggaran yang dapat terjadi adalah adanya dugaan penerimaan uang dari pihak yang memiliki hubungan dengan perkara pidana. Perbuatan seperti ini perlu mendapat perhatian karena dapat menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anggota Polri wajib menjalankan tugasnya berdasarkan hukum dan kepentingan umum, bukan berdasarkan keuntungan pribadi atau permintaan pihak tertentu.

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilampirkan dalam skripsi, AIPDA Afriadi, S.H., M.H., diperiksa sebagai terduga pelanggar dalam perkara dugaan penerimaan uang dari keluarga tersangka narkotika. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Si Propam Polres Batu Bara karena perbuatan tersebut diduga berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Dalam keterangan yang terdapat pada BAP, AIPDA Afriadi sebelumnya merupakan penyidik pembantu pada Sat Resnarkoba Polres Batu Bara yang menangani perkara narkotika atas nama tersangka Zunaidi, Muhammad Fahmi, dan Muhammad Yusuf. Perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan telah dilakukan pelimpahan tersangka serta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Batu Bara.

Permasalahan etik muncul ketika AIPDA Afriadi menerangkan bahwa dirinya pernah menerima uang dari Salmah, yaitu istri tersangka Muhammad Yusuf. Uang tersebut berjumlah Rp80.000.000,00 dan menurut keterangannya diberikan dengan tujuan membantu agar hukuman terhadap tersangka dapat diringankan. Penerimaan uang tersebut disebut terjadi dalam dua tahap, yaitu sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp50.000.000,00.

Dugaan penerimaan uang tersebut menjadi persoalan penting karena anggota Polri seharusnya menjaga objektivitas dalam setiap proses penanganan perkara. Hubungan antara anggota Polri dengan keluarga tersangka, terutama apabila disertai penerimaan uang, dapat menimbulkan kesan bahwa proses hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan integritas anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur bahwa anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan pelanggaran serius terhadap sumpah, janji jabatan, atau Kode Etik Profesi Polri. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik dapat menimbulkan akibat hukum yang serius terhadap status anggota Polri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dalam Dugaan Penerimaan Uang oleh Anggota dari Keluarga Tersangka (Studi Kasus di Polres Batu Bara)”.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab anggota Polri diduga menerima uang dari keluarga tersangka di Polres Batu Bara?
2. Bagaimana pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga menerima uang dari keluarga tersangka di Polres Batu Bara?
3. Bagaimana sanksi yang dapat diberikan kepada anggota Polri yang terbukti menerima uang dari keluarga tersangka?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis penyebab anggota Polri diduga menerima uang dari keluarga tersangka di Polres Batu Bara
2. Mengkaji proses pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga menerima uang dari keluarga tersangka di Polres Batu Bara.
3. Menganalisis sanksi yang dapat diberikan kepada anggota Polri yang terbukti menerima uang dari keluarga tersangka.
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepolisian, hukum administrasi, dan etika profesi hukum, terutama berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi dalam dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai batas kewenangan anggota Polri dalam penanganan perkara pidana, larangan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta pertanggungjawaban etik anggota berdasarkan ketentuan Kode Etik Profesi Polri. 
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Batu Bara dan jajaran Propam, sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang berkaitan dengan penerimaan uang dari keluarga tersangka. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemeriksa etik, pimpinan kepolisian, serta pihak terkait lainnya dalam menilai bentuk pelanggaran, proses pemeriksaan, dan pertanggungjawaban etik anggota Polri secara objektif, profesional, dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
� Sadjijono, Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008), hlm. 45.


� Kunarto, Etika Kepolisian, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hlm. 32.


� Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 76.


� Pasal 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Polres Batu Bara atas nama Afriadi, S.H., M.H., 2025.


� Ibid
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� Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) huruf f, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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